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" Buamg Sampah di TPA Suwung Dikenai Biaya

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pem-
prov Bali akan: mengenakan tarif ret-
ribusi bagi masyarakat yang mem-
buang sampah di TPA Suwung.
Dalam setahun, bisa mendapatkan
uang sebesar Rp 28 miliar dari bia-
ya membuang ‘sampah’ ini :
| ‘ﬁpala Badan Penda_patan Da-
&' Pemprov Bali, Made Santha
menga , pengenaan retribusi
ampah ini dilakukan karena sam-
rmasuk satu diantara retribu-

dlkenal biaya. Perigenaan biaya kata

A guria me:
Asli Daerah (PAD) Bali. Oleh karena
itu q}engan ‘merevisi perda Provinsi

il
HEHILA Seksn Pelaksana Teknis
UPT' Pengelolaan Sampah, Ni Made
Armadi menjelaskan pengenaan bi-
aya Rp 2.500/m3 itu didapatkan
dari biaya operasional pengelolaan
sanipah yang tidak disubsidi. Be-

iaya inventasi seperti biaya alat
rat dan pembangunan.

' ~ “Kemarin kita pakai data No-
pember dan Desember ada bi-
aya operasional dari pengelola-
an 4.600m3 sampah didapatkan -
biaya Rp 2. 259/m3. Kita bulat
kan menjadi Rp 2. ?00/m3 Biaya
ini kita hitung tanpa investasi ada

jasa umum yang selama ini belum
meningkatkan Pendapatan.

ran biaya ini sudah masuk tanpa

alat berat, dana pembangunan, gl
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Retribusi Jasa Umum, Pemprov me-
masukkan pengenaan retnbusx un-

“Dahulu sampah di lullr hdak |
kita pungut biaya. Sekarang kita,
pungut, kalau di hulu kan masya-
rakat ngumpulin, dibawa ke hilir
di TPA regional namanya. Nanti di
TPA kita pungut,” 1elas Santha, ke-
marin.

Nantinya pihak yang membuang
sampah di TPA regional yakni TPA
Suwung akan dikenai biaya retribu-

si Rp 2500/ meterd (kubil), “Kemma-

rin hasil pembahasan kita dengan
Kepala UPT Sampah, Dinas PU

‘i Sampah Tempat Ibadah
bl et Tak Dipungut

dak termasuk biaya senderan,"'j'e'-

‘lasnya.

Nantinya tidak semua dikena| ret-
ribusi, layanan umum seperti tem-
pat ibadah, taman, dan fasilitas -
umum akan dikecualikan. Bayar- -
nya kata dia permeter kubik, misal-

~nya 1 truk isinya 3 m3’ bayarnya Rﬁ

7.500.
"Kita pisahkan fasilitas umum se-
perti ibadah, taman, jalan umum
panti jompo itu sekitar 46% nan-
ti gak kena retribusi. Kalau )
perusahaan swasta, rumah pendu-
duk, masyarakat jumlahnya 54% ini
yang akan dikenakan retribusi,” fer
lasnya. (agw)
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kurang lebih ada 4.600 m3 sampah:
 yang terkirim ke regional setiap bu-
lan. Saya hitung juga dengan kon-
disi saat ini nanti bisa mem roleh

retribusi Hq;ang lebih Rp 2,8 miliar
pertahun dari perolehan retribusi
- sampah,” jelasnya. ; :
. Terkait dengan beban biaya yang
‘akan ditanggung masyarakat de-
‘ngan diterapkannya revisi perda
ini, ia merasa bahwa biaya ini tetap
Pproporsional dan sebanding dengan
pelayanan yang diberikan,
“Pemerintah sudah berhitung -
‘ dengan tarif wajar, itu sekitar Rp -
2.500/m3. Selama ini kan belum
kena, kami (Pemprov Bali) sebagai
- penampung terakhir belum dapat
apa-apa. Kami sudah dapat limbah
sampah, mengeluarkan tenaga dan
mengeluarkan biaya untuk itu.
Ketika terjadi biaya jasa berhak kita
menerima retribusi jasa dan diatur
dalam undang-undang,” jelasnya.
Nantinya retribusi ini akan lang-
sung masuk ke kas daerah, dengan
tidak dikelola langsung oleh Kepala
UPT Sampah bersangkutan. Renca-
na memungut biaya retribusi sam-
Ppah yang masuk ke TPA Suwung
mendapatkan tanggapan dari Ketua
Yayasan Lembaga Konsumen Indo-
nesia (YLKI) Bali, Putu Armaya.
Armaya mengatakan, pengenaan
retribusi sampah di TPA Suwung
‘harus benar-benar dikaji. Ini dika- .
renakan selama ini pelayanan peng-
ambilan sampah baik dari DKP
kabupaten/kota maupun 1 lembaga

swakelola sampah yang ada di ling-
kungan masyarakat. :
“Ini (retribusi sampah) cara
menggali PAD yang tidak berkuali-
tas. Bukan saya anggap lebih jelek,
 tetapi bagaimana masyarakat men-
dapatkan pelayanan pungutan sam-
pah ke depannya, apa kalau sudah
dikenakan retribusi nantinya lebih
baik,” jelasnya, Minggu (15/1).
Menurutnya sampeai saat ini ma-
sih ada beberapa kantong-kantong
sampah baik khususnya di hulu
masyarakat yang belum teratasi de-
- ngan baik. Mulai dari sam ah yang
‘diambil tidak sempat m bahkan
menimbulkan bau tidak sedap. Ka-
laupun ada pengenaan retribusi di
hilir setidaknya nanti ada pening-
katan pelayanan di hulu,
“Boleh manarik retribusi tetapi
kalau ada tambahan pelayanan,
kalau tidak ya hanya membuat ma-
syarakat kecewa,” jelasnya. Selama
ini pihak swakelola sampah sudah
membebani masyarakat dengan bia-
ya, kalau ditambah dikenakan biaya
di hilir tentunya pengelola ataupun
pemerintah yang mengambil sam-
pah akan membebankan biaya ke-
pada masyarakat. :
“Kalau diambil alih di Provinsi
bagaimana mekanismenya? Nanti
kalau kena retribusi di TPA Suwung
kan pihak pengambil atau swake-
lola harus membayar lagi, maka
swakelola akan membebani lagi ke
- pelanggan dan kepala keluarga di-
_pungutlagi,”jelasnya. (agw)
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